PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG

NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 13 TAHUN

2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

. Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN 2014

WALIKOTA BONTANG,

bahwa sehubungan dengan perubahan kerangka ekonomi
dan pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta saldo
lebih tahun sebelumnya, maka perlu merubah Peraturan
yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 285 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
yang menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun

berjalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Bontang Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

. 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan , Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana



Menetapkan

11.

12,

18,

14.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJMD) Kota Bontang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011-2016 (Lembaran
Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang
Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun
2012 Nomor 11);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 13 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BONTANG TAHUN 2014 .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 13
Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bontang Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2013
Nomor 13, diubah sebagai berikut :

. Lampiran Bab Il diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

Lampiran [ Peraturan Walikota ini.




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 22
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bontang Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014
Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Bab 111 diubah sehingga berbunyi

sebagaimana lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Lampiran Bab V diubah sehingga berbunyi sebagaimana
Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Juli 2015

WALIKOTA BONTANG,

N Y4

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 15 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

/ /

RAJUDIN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 37



